
PERATURAN DAERAII I{ABUPATEN BAI{JAR
NOMOR 15 TAHtnr 2012

TENTANG

PERUBAIIAN AI{GGARAIT PTNDAPATAN DAI{ BTLN{JA DAERAII
TAHI'N ANGGIIRAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BAt{itAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang Lidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belaaja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih ta-hun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran be{alan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O72 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentalg Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l.embaral Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 182O) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985,
Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b.

o.



4. Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangal
Negara {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keualgan Negara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahr:l 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OM tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) 5slagaimanz telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahua 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara
Republik Indon'esia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2O(X
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

I l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudulcan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentanrg Ferubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2@4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rali$rat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengeiolaan Keuangan Badan Laya.nan Umum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45O2);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
136, Tambahan Icnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambehan L:mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Nqara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor l1O, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 l6ntqng Hibah
Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2fi)5 Nomor 14O, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pel,ayanan Minimd
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor4593f;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20O6 tentang FengelolaeB
Barang Milik Negara/Daerah (L,embaran Negara ReprHik
Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 20, Tambaban Icmboran Negra
Republik Indonesia Nomor 21509) sebagaimana t€lah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 t€ntang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2@6
tentang Pengelolaan Barrang Milik Negara/Daerah (t embamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan
hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

21. peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2oo6 tenfang pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambal.an lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Penerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterargan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada



Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarai<at
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahr:n 2Ol0 tentang St6ndar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambal.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah unhrk kedua kalinya dengan Peratwan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 3lO) ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Pedornal Tekrris Pengel'olaan Barang Daerah ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O1l tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2Ol2 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 311) ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 694) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor OI Tahun 2OI1
tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah (I.embaran
Daerah Kabupaten Baljar Tahun 20ll Nomor 01, Tambalan
Irmbaran Daerale Kabupaten Banjar Nomor Ol);

29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2oll tentang Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupa.ten Banjar Nomor 15
Tahun 2Ol l, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 13).

Dclgan Petrctqluaa Bcrsana

I'EWAIT PERWAAILAIf RAKYAT DATRAE KABITPATET BAIS'AR
drn

BT'PATI BAIIJAR

HEUTIIUSKAIS:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAIIAN
ANC'GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DA-ERAH TAHUN ANGGARAN 2OI2.

Pssal I
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol2 semu.la berjumlah Rp.987.O22.866.567,OO
bertambah sejumlah Rp 84.889.236.277,OO sehingga menjadi
Rp 1.O71.912.IO2.8.+4,O0 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatal
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja
a. Semula
b. Bertambah/ fberkurang]

Jumlah Belanja setelah Perubahan
D,efsit setelah Perubahan

Pembiayaan
a. Penerimaan

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahal

b. Pengeluaran
a. Semula
c. Bertambah,/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Netto setelah

Rp 987.022.8ff.#7,OO
Rp 84.889.236.277-OO
Rp 1.O71.912. 1O2.844,OO

Rp 973.163.151.5O5,Oo
Rp 156.876.O39.269.O0
Rp 1. 13O.O39. 19O.774,OO
(Rp 58.127.O87.930,OO)

Rp 28.0OO.OOO.OOO,OO
Rp 64.677.924.644.00
Rp 92.677.924.&A,00

Rp 2O.5OO.OOO.OOO,OO
Rp 742.893.9OO.OO
Rp 21.242.493.9OO,OO

Rp 71.435.034.748,OO

Rp 13.307.946.818,OO

Rp 83.r33.r44.r27,Oo
Rp 21.990.443.717.OO
Rp 1O5.123.591.844,OO

Rp 756.423.952.000,00
Rp 2o.O5O.OOO.OOO.O0
Rp 776.473.952.000,00

Rp 147.465.76.440,00
Rp 42.848.792.5@.OO
Rp 190.314.559.Oq),Oo

2.

Jumfah Pelnbiayaan
Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan setelah Perubahan

Peral 2

(l). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Pendapa.tan Asli Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang

Jumfah Pendapatan Asli Daerah
s€telah Penrbahan

b. Dana Perirrbangan
1. Semula
2. Bertambah/{berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan

c. lain-Lain Pendapa.tan Daerah yang sah
l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Ju-mlah l-ain-Iain Pendapatan Daerah
yang sah setel,ah Perubahan

(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalqrn pada ayat (l) terdiri
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula
2. Bertambatr/{berkurang)

Junlah Pajak Daerah setelah
Peruba-han

Rp 16.323.626.0OO,OO
Rg 2.298.a38.487.o0
Rp L8.622.W.447,W



Jurnlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 29.809.447.096,00
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan

d. I-ain-Ia.in Pendapatan As[ Daerah yang sah

b. Retribusi Daerah
l. Semula
2. Bertambah/fterkurang)

Junlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

l. Semula
2. Bertarnbah/{berkurang)

Junlah lain-tain Pendapatan Asli
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan

Rp 9.92O.218.34O,O0
Rp 1.563.781.250.001
Rp 8.356.437.O9O,00

Rp 28.481.3O3.787,OO
Rp 1.328.143.3O9.OO

Rp 28.a08.OOO.OOO,OO
Ro L9.927.643.L71.@
Rp 48.33s.643.171,OO

Rp 166.750.O00.000,00
Ro 2O.O5O.OOO.OO0.OO
Rp 186.80O.000.000,00

Rp 24.OOO.OOO.OOO,OO

{Ro 6.OOO.OOO.OOO.OOI
setelah Rp I8.O00.OOO.OOO,OO

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
l. Semu]a
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah
Perubahan

b. Dana Alokasi Umum
l. Semula RP 535.6O2.O32.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Ro .0O

Jumlah Dana Alokasi Umum serclah Rp 535.6O2.O32.000,00
Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
l. Semula RP 54.07f'92O.OOO,O0
2. Bertambah/ (berkurang) RP .0O

Judah Dana Alokasi Umum setelah Rp 54.O71.92O.OOO,OO
Perubahan

(4). Lain-l,ain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
l. Semu.la
2. B€rtamb6h/{berkurang)

Jumfah Pendapa.tan Hibah
Perubahan



b. Darra Darurat
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Darurat setelah
Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak
l. Semtrla
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak seGlah
Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
l. Semula
2. Bertambah/(berkurane)

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Ktrusus setelah Perubahan

RP ,@
Rp .0O

,00

Rp 53.5OO.OOO.OOO,OO
Rp 38.8oO.O0O.OOO.oO
Rp 92.3OO.OO0.0O0,OO

Rp 69.965.766.440,00
Ro 48.792.56O.OO
Rp 70.014.559.000,oo

Rp

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp ,OO

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pa.sal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
l. Sernula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Lengsung
setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belalja Langsung setelah
Perubahan

2. Bertambah/(berkurang)
Jumfah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnva setelah Perubahan

Rp IO.OOO.OOO.OOO.OO
Rp lo.0OO.OOO.OOO,OO

Rp 551.671.413.77O,OO
Rp 25.936.781.125.@
Rp 577.6O8.194.895,00

Rp 421.49L.737.735,00
Ro 13O.939.258.144.OO
Rp 552.a3o.995.879,oo

Rp s02.155.972.27O,oO
Rp 25.568.036.125.OO
Rp 527.724.008.395,00

Rp ,OO
Rp .0O

,oo

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis betanja :

a. Belanja Pega.wai sejumlah
l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perrbahan

b. Belanja Bunga
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan

Rp



c. Belanja Subsidi
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Subsidi setelah
Perubahan

d. Belanja Hibah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Juntah Belanja Hibah setelah
Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial
l. Semula
2. Bertambah/(berkurang

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil
l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan
l. Semuta
2. Bertembah/(berkurang)

Jumtah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan

h. Belanja Tidak Terduga

,oo
Rp .00

1. Semula Rp 2.5OO.OOO.OOO,OO
2. Bertambah/@erkurang) Rp .00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 2.5OO.OO0.000,00
Perubahan

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
l. Semula Rp 56.308.285.800,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.354.756.O5O.OO

Jumlah Belanja Pegs.wai setelah Rp 57.663.041.850,00
Perrbahan

Rp
Bp
Rp

b. Belanja Barang dan Jasa
1. SemuLa
2. B€rtambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan

,oo

Rp 7.741.264.000,00
Rp 98.745.0O0.OO
Rp 7.84O.OO9.0OO,O0

Rp 899.177.5OO,OO
Rp .00
Rp 899.177.5OO,OO

Rp 3.00O.0OO.OOO,OO
Rp .O0
Rp 3.OOO.O00.O00,O0

Rp 35.375.Ooo.ooO,OO
Rp 27O.OOO.OOO.0O
Rp 35.645.OOO.O00,OO

Rp 15r.595.O5,6.475,00
Rp 33.763.538.823.OO
Rp r8s.358.59s.298,00

Rp 213.588.395.460,00
Ro 95.82O.963.271.OO
Rp 309.409.358.731,OO



Pasal 4

(l). Pembiayaan Daerah sglagaimarr4 dimalsud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 92.677.928.648,00

Perubahan
(21. Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan :

l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

b. Pengeluaran sejumfah Rp
l. Semula

2r.242.493.900,OO

2. Bertambeh/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah

a. SiLPA tahun anggaran seb€lurnnya sejumlah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan sejlrnlsfi pp ,99
l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang Rp
dipisahkan setelah Penlbatrarr

d. Penerirnaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp ,O0
1. Semula Rp

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerima,an Kembali Rp
Pemberian Pinjaman setelah
Perubahan

Rp 28.0OO.OOO.O0O,OO
Ro 64.677.928.648.OO
Rp 92.677.g2a.@a,OO

Rp 2O.5OO.OOO.OOO,OO
Rp 742.893.9OO.O0
Rp 2r.242.a9s.9OO,OO

Rp 92.677.928.648,00
Rp 28.OOo.OOO.OOO,Oo
Ro 64.677.928-&8.OO
Rp 92-677.g2a.&a,OO

Rp ,00Rp .OO

Rp
Rp .OO

,oo

Rp ,0O
Rp .OO

,oo

Jumlah Dana Cadangan setelah Rp ,OO
Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejr'''nlFh Rp ,0O
,oo
@
,q)

2. B€rtambah/(berkurang) Rp .OO
Jumlah Penerimaan Pinjarnan Daerah Rp ,OO
setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjarnan sejumlah Rp ,0O



2. Bertambah/ (berkurang) Ro .OO
Jumlah Penerima,an Piutang Daerah Rp ,00
setelah Perubahan

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00

f. Penerirnaan Piutang Daerah sejumlah Rp , OO

1. Semula Rp

Semula
Bertambah/ (b€rkurang|

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp ,0O
1. Semula Rp

,oo

Rp ,OO
Rp .OO

,oo

1.
2-

Jumlah Pembenhrkan Dana Cadangan Rp
setelah Pen-rbahan

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp 21.0OO.@O.O@,OO
l. Semula Rp 2O.5O0.00O.OO0,OO
2. B€rtambah/(berkurang) Rp SOO.OOO.OOO,OO

JuolahPenyertaanModal(inventasi) Rp 2l.OOO.fi)O.OOO,OO
Daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 242.893.9OO,O0
l. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang jatuh tempo setelah
Perubahan

,oo
Ro 242.893.9OO.OO
Rp 242.a93.9OO,OO

,o02. Bertanbah/{berkurang) Rp .OO
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp
dan Obligasi Daerah s€telah
Perubahan

,oo

Pasel 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah seba€aimana dimaksud dalam pasal l, tercantum rtalom
I^ampiran yang merupakan bagrsn yang tidak terpisalrkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
l.l,ampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2-Ianlrpiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKpD ;
3.Lampiian III Rincian Perubahan APBD nenurut Urusan

Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4.La.mpiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menumt Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKpD, program
dan Kegiatan ;

S.I^ampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangika Pengelolaan Keuangan Negara ;

6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatsn;



7.l^ampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan

Kembali dalem Tehrn Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Da-ftar Pinjaman Daerah

Paral 6
Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendape.ta.n dan Belenje Ds€reh dietur dengan Peraturar.r Brrpati
Banjar.

hrrt ?
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa.da taneqal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perafirran Daerah ini dengan penempatanrrya dalam lrembaran
Daerah l(abupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura

, /

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 September 2012

TAAUPATEIT BAruAN,

LEMBARAN DAERAH KABTJPATEN BAI{IARTAHUN 2OT2 NOMOR 14

25 September 2O12
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